
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1501, 2019 KEMENKEU. Anggaran Penanggulangan Bencana. 

Mekanisme Pelaksanaan. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 173 /PMK.05/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

105/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam penanggulangan bencana yang cepat dan 

tepat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan negara, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan 

Bencana; 

  b. bahwa agar pelaksanaan anggaran penanggulangan 

bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, 

dan transparan, perlu menyempurnakan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Penanggulangan Bencana; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 
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tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Penanggulangan Bencana; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1736);  

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 971); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1841); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

105/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 971), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni 

angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Anggaran Penanggulangan Bencana adalah 

anggaran yang digunakan bagi penanggulangan 

bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan 

darurat bencana, dan/atau pascabencana yang 

dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana. 

3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat 

ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang 

disimpan dalam media penyimpanan digital. 

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang 

selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga 

pemerintah non kementerian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPBD adalah badan 

Pemerintah Daerah yang melakukan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

daerah. 

6. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat adalah bantuan dari 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diterima 

langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga 

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan 

untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan 

dan keagamaan. 
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7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas 

untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum 

Negara. 

8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja 

Kementerian Negara/Lembaga. 

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya  

disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 

guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang digunakan sebagai pedoman 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan APBN. 

11. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana 

yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah 

Daerah sebagai bantuan penanganan untuk 

kegiatan pada tahap pascabencana. 

12. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang 

dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan 

terjadinya bencana tertentu.  

13. Dana Siap Pakai (on call) adalah dana yang selalu 

tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk 

digunakan pada saat keadaan darurat bencana 

sampai dengan batas waktu keadaan darurat 

berakhir. 

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara 
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untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN. 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 

Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh 

kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

18. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 

yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 

dan menerbitkan perintah pembayaran. 

19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut 

Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan 

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima 

hak lainnya atas dasar kontrak kerja, surat 

keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja 

lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar 

Langsung. 

20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 

aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai 

tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan 

dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 
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